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b. lintas alternatif dari ruas Jalan Umum yang
mempunyai fungsi arteri dan/atau kolektor.

Dalam hal belum terdapat ruas Jalan Umum pada
kawasan yang bersangkutan dan diperlukan untuk
mengembangkan suatu kawasan tertentu, Jalan Tol
dapat tidak menjadi lintas alternatif.

Ruas Jalan Tol dihubungkan ke ruas jalan non Tol yang
memenuhi kriteria paling sedikit:

a. melayani lalu lintas umum; atau

b. melayani lalu lintas tertentu dan menghubungkan
kawasan yang memberikan manfaat untuk
kepentingan umum.

Jalan non Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling sedikit mempunyai fungsi kolektor dengan
spesifikasi jalan sedang untuk lalu lintas umum atau
setara dengan spesifikasi jalan sedang untuk lalu lintas
tertentu.

Bagian Keempat
Syarat Teknis

Pasal 6

Jalan Tol mempunyai tingkat pelayanan keamanan dan
kenyamanan yang lebih tinggi daripada Jalan Umum
non Tol yang ada dan dapat melayani arus lalu lintas
jarak jauh dengan mobilitas tinggi.

Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jalan kelas I dan mempunyai spesifikasi
penyediaan prasarana jalan sebagai Jalan Bebas
Hambatan.

Jalan Tol yang digunakan untuk lalu lintas antarkota
didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah
80 km/jam (delapan puluh kilometer per jam) dan
untuk Jalan Tol di wilayah perkotaan didesain dengan
kecepatan rencana paling rendah 60 km/jam (enam
puluh kilometer per jam).

Kecepatan rencana paling rendah Jalan Tol
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
memperhatikan paling sedikit kondisi topografi,
keselamatan lalu lintas, kebutuhan biaya investasi, dan
implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

() Setiap . . .
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Setiap Ruas Jalan Tol harus dilakukan pemagaran
sesuai dengan ruang milik jalan dan dilengkapi dengan
fasilitas penyeberangan jalan dalam bentuk jembatan
atau terowongan.

Pada tempat yang dapat membahayakan Pengguna
Jalan Tol, Jalan Tol harus diberi bangunan pengaman
yang mempunyai kekuatan dan struktur yang dapat
menyerap energi benturan kendaraan.

Setiap Jalan Tol paling sedikit wajib dilengkapi dengan
aturan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan
rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat
lalu lintas.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang lalu lintas dan
angkutan jalan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7
Jalan Tol harus mempunyai spesifikasi:

a. tidak ada persimpangan sebidang dengan ruas
jalan lain atau dengan prasarana transportasi
lainnya,;

b. jumlah jalan masuk dan jalan keluar ke dan dari
Jalan Tol dibatasi secara efisien dan semua jalan
masuk dan jalan keluar harus terkendali secara
penuh;

c. jarak antarsimpang susun paling rendah 5 (lima)
kilometer untuk Jalan Tol antarkota dan paling
rendah 2 (dua) kilometer untuk Jalan Tol wilayah
perkotaan;

d. jumlah lajur untuk jalur utama paling sedikit 2
(dua) lajur per arah;

e. menggunakan pemisah tengah atau median; dan

f.  lebar bahu jalan sebelah luar dapat dipergunakan
sebagai jalur lalu lintas sementara dalam keadaan
darurat.

(2) Ketentuan . . .
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Ketentuan lebih  lanjut mengenai  spesifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.

Pasal 8

Pada setiap Jalan Tol harus tersedia fasilitas
komunikasi, sarana dan prasarana deteksi pengamanan
dan keselamatan, akses yang memungkinkan
pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian,
serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran,
kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya.

Pada Jalan Tol antarkota harus tersedia tempat
istirahat dan pelayanan untuk kepentingan Pengguna
Jalan Tol.

Pada Jalan Tol perkotaan dapat disediakan tempat
istirahat dan pelayanan untuk kepentingan Pengguna
Jalan Tol.

Pasal 9

Tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit
memperhatikan:

a. kondisi jalan akses, jalan lingkungan, dan area

parkir;
b. keselamatan;
c. keamanan;
d. kenyamanan;
e. distribusi dan pergerakan seluruh golongan

dan/atau jenis muatan kendaraan; dan
f.  kelestarian lingkungan.

Tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan
pos terpadu untuk pelayanan keamanan, pelayanan
kesehatan, dan pelayanan penyelamatan darurat.

(3) Tempat . . .
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Tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (2) disediakan paling sedikit 1 (satu)
untuk setiap jarak 50 (lima puluh) kilometer pada setiap
jurusan.

Setiap tempat istirahat dan pelayanan dilarang
dihubungkan dengan akses apa pun dari luar Jalan Tol,
kecuali untuk tempat istirahat dan pelayanan dengan
pengembangan dapat diberikan akses terbatas ke luar
Jalan Tol.

Tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dapat dikembangkan dengan menambah

fasilitas penunjang lainnya berupa:

a. penambahan area promosi produk tertentu dan
daerah serta promosi usaha mikro, usaha kecil,
dan usaha menengah;

b. penambahan area lokasi perpindahan untuk orang
dan barang/logistik;

c. pengembangan untuk destinasi wisata dan
kawasan industri;

d. fasilitas inap; dan/atau
e. area bermain anak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat istirahat dan
pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

Pengusahaan tempat istirahat dan pelayanan dilakukan
dengan mengakomodasi usaha mikro, usaha kecil, dan
usaha menengah melalui pola kemitraan.

Untuk mengakomodasi usaha mikro, usaha kecil, dan
usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Badan Usaha harus mengalokasikan lahan paling
sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area
komersial untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha
menengah, baik untuk Jalan Tol yang telah beroperasi
maupun untuk Jalan Tol yang masih dalam tahap
perencanaan dan konstruksi.

Pengusahaan tempat istirahat dan pelayanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memberikan kemudahan usaha dan keringanan bagi
usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

(4) Setiap . . .
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Setiap usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki
surat keterangan sebagai usaha mikro, usaha kecil, dan
usaha menengah.

Pasal 11
Setiap Orang dilarang mendirikan bangunan yang
mengganggu akses masuk dan keluar Jalan Tol.

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif
berupa:

peringatan tertulis;
penghentian kegiatan,;
penghentian pelayanan umum;
penutupan lokasi;

pencabutan izin;

pembatalan izin; atau

g. pembongkaran bangunan.

Akses masuk dan keluar Jalan Tol sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Penghubung
dari jalan utama pada Jalan Tol sampai dengan
pertemuan jalan non Tol.

e Qoo

Pasal 12

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a
diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka
waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender.

Sanksi administratif berupa penghentian kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b
atau penghentian pelayanan umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf ¢ diberikan
dalam hal jangka waktu peringatan ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terlampaui.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu
pemenuhan paling lambat 14 (empat belas) hari
kalender.

Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui,
Menteri memberikan sanksi administratif berupa
penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) huruf d.

(5) Dalam . ..
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Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui,
Menteri memberikan sanksi administratif berupa
pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g.

Pasal 13

Sanksi administratif berupa pencabutan izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e
atau pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) huruf f dikenakan dalam hal izin yang
diperoleh tidak melalui tata cara, prosedur, dan/atau
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender
setelah pencabutan izin atau pembatalan izin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui,
dikenakan sanksi administratif berupa pembongkaran
bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2) huruf g.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah
Pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya.

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB III
PENGATURAN JALAN TOL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Pengaturan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
meliputi perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan
perencanaan umum, dan pembentukan peraturan
perundang-undangan.

Bagian . . .



SK No 189253 A

%

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-11 -

Bagian Kedua
Perumusan Kebijakan Perencanaan

Pasal 15

(1) Dalam perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Pusat paling
sedikit memperhatikan:

a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
rencana pembangunan jangka menengah nasional;
rencana tata ruang wilayah nasional;

rencana umum nasional keselamatan;

o po o

tataran transportasi nasional yang ada dalam
sistem transportasi nasional; dan

f. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

(2) Kebijakan perencanaan Jalan Tol disusun dan
ditetapkan oleh Menteri setiap 5 (lima) tahun dan dapat
ditinjau kembali.

Pasal 16

(1) Kebijakan perencanaan Jalan Tol sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 merupakan arah
pengembangan sistem jaringan Jalan Tol beserta
strategi pencapaiannya.

(2) Kebijakan perencanaan Jalan Tol sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. tujuan dan sasaran pengembangan;

b dasar kebijakan;

C. prioritas pengembangan; dan

d program pengembangan jaringan Jalan Tol.

Bagian Ketiga
Penyusunan Perencanaan Umum

Pasal 17

(1) Rencana umum jaringan Jalan Tol disusun berdasarkan
kebijakan perencanaan Jalan Tol.

(2) Rencana . ..
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Rencana umum jaringan Jalan Tol sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rencana
tata ruang wilayah nasional.

Dalam hal rencana umum jaringan Jalan Tol belum
tercantum dalam rencana tata ruang wilayah nasional,
Menteri menyampaikan rencana umum jaringan Jalan
Tol kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang penataan ruang sebagai usulan
perubahan yang akan ditindaklanjuti dalam peninjauan
kembali rencana tata ruang wilayah nasional.

Rencana umum jaringan Jalan Tol sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ruas Jalan Tol yang
paling sedikit berbentuk koridor Jalan Tol.

Rencana umum jaringan Jalan Tol sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup rencana jangka
pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang
dikaji ulang secara periodik berdasarkan perkembangan
yang ada.

Rencana umum jaringan Jalan Tol sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana
umum jaringan jalan nasional yang ditetapkan oleh
Menteri.

Pasal 18

Menteri melakukan prastudi kelayakan terhadap
rencana koridor Jalan Tol sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (4) yang ditetapkan dalam rencana
umum jaringan Jalan Tol.

Prastudi kelayakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit mencakup kegiatan:

a. analisis rencana pengembangan kawasan dan

kesesuaian dengan rencana tata ruang;

b. analisis sosial ekonomi;

c. analisis transportasi;

d. analisis proyeksi lalu lintas;

e. kajian teknis;

f.  pemilihan Ruas Jalan Tol;

g. analisis perkiraan biaya tanah, konstruksi, dan
investasi; dan

h. analisis kelayakan ekonomi.

(3) Berdasarkan . . .
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Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi kegiatan:

pendanaan,;

perencanaan teknis;

a.
b
c. pelaksanaan konstruksi;
d. pengoperasian; dan/atau
e

preservasi.

Pelaksanaan kegiatan pengusahaan Jalan Tol
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didahului dengan
persiapan pengusahaan, pengadaan tanah, pelelangan
pengusahaan Jalan Tol, dan perjanjian pengusahaan
Jalan Tol.

Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) diberikan untuk masa konsesi yang
dituangkan dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol.

Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diaudit oleh lembaga yang berwenang
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara.

Pasal 26

Pengusahaan Jalan Tol oleh Badan Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) meliputi:

a. seluruh lingkup pengusahaan Jalan Tol pada Ruas
Jalan Tol yang layak secara ekonomi dan finansial;

b. pengoperasian dan preservasi Ruas Jalan Tol yang
dibangun oleh Menteri; dan

c. meneruskan sebagian Ruas Jalan Tol yang
dibangun Menteri, serta pengoperasian dan
preservasi keseluruhan ruas Jalan Tol.

Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dan huruf ¢ dapat memperhitungkan
pengembalian investasi Pemerintah Pusat.

Pasal 27 . ..
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Pasal 27

Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (2) dapat melaksanakan pengembangan kawasan
yang terintegrasi dengan Jalan Tol.

Pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang.

Dalam hal pengusahaan Jalan Tol layak secara finansial
atau telah mencapai tingkat kelayakan finansial yang
ditetapkan, maka pengembangan kawasan dapat
menjadi bagian dari pengusahaan Jalan Tol dengan
tidak menurunkan tingkat kelayakan finansial Jalan Tol
yang ditetapkan.

Pasal 28

Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan
pengembangan jaringan Jalan Tol tidak dapat
diwujudkan, Menteri sesuai kewenangannya dapat
mengambil kebijakan untuk pelaksanaan pengusahaan
Jalan Tol.

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. Ruas Jalan Tol yang layak secara ekonomi, tetapi
belum layak secara finansial jika tidak diberi
dukungan oleh Pemerintah Pusat secara
keseluruhan;

b. Ruas Jalan Tol yang layak secara ekonomi, tetapi
belum layak secara finansial jika tidak diberi
dukungan oleh Pemerintah Pusat sebagian; atau

c. Ruas Jalan Tol yang mengalami pengakhiran
perjanjian pengusahaan Jalan Tol akibat Badan
Usaha gagal memenuhi kewajibannya.

Pelaksanaan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui
kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, dan
pelaksanaan konstruksi Jalan Tol oleh Menteri dan
pengoperasian serta preservasinya dilakukan oleh
Badan Usaha.

(4) Pelaksanaan . . .
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Ruas Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. tercantum dalam rencana umum jaringan jalan
nasional; dan

b. layak secara ekonomi dan finansial.

Apabila Ruas Jalan Tol belum tercantum dalam rencana
umum jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a, Ruas Jalan Tol harus memenuhi
kriteria paling sedikit sebagai berikut:

a. terintegrasi dengan rencana umum jaringan jalan
nasional dan sesuai dengan rencana tata ruang;

b. mampu meningkatkan kinerja Ruas Jalan Tol yang
ada;

c. tidak menurunkan tingkat kelayakan finansial
Jalan Tol yang ada sampai batas tertentu; dan

d. layak secara ekonomi dan finansial.

Pasal 30

Badan usaha pemrakarsa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (1) mengajukan permohonan untuk
memprakarsai Ruas Jalan Tol kepada Menteri yang
dilengkapi dengan dokumen kajian awal kelayakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

Menteri memberikan persetujuan prinsip dalam hal:

a. Ruas Jalan Tol yang diajukan memenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan
badan usaha pemrakarsa memiliki kemampuan
keuangan untuk memenuhi pendanaan
pengusahaan Ruas Jalan Tol; atau

b. Ruas Jalan Tol yang diajukan memenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dan
badan usaha pemrakarsa memiliki kemampuan
keuangan untuk memenuhi pendanaan
pengusahaan Ruas Jalan Tol.

Berdasarkan  persetujuan  prinsip sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), badan usaha pemrakarsa wajib
menyusun dokumen persiapan pengusahaan Jalan Tol
yang paling sedikit mencakup:

a. dokumen . ..
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Dalam hal pengembalian investasi badan usaha milik
negara bersumber dari Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat
mengenakan tarif Tol kepada Pengguna Jalan Tol.

Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (1) dapat mengalihkan hak
pengelolaan kepada pihak lain setelah Jalan Tol
beroperasi secara komersial.

Pendapatan yang bersumber dari tarif Tol sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan negara
bukan pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara
pelaksanaan pengembalian investasi badan usaha milik
negara dalam rangka penugasan yang bersumber dari
dana yang diperoleh dari Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengalihan
hak pengelolaan kepada pihak lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Menteri.

Pasal 33

Dalam pelaksanaan pembangunan Jalan Tol oleh badan
usaha milik negara yang mendapatkan penugasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), jumlah
lajur Jalan Tol paling sedikit 2 (dua) lajur per arah yang
pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap.
Pemenuhan jumlah lajur paling sedikit 2 (dua) lajur per
arah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lama 2 (dua) tahun sebelum volume lalu lintas
mencapai derajat kejenuhan kapasitas jalan.

Kewajiban pemenuhan spesifikasi minimal jumlah lajur
secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur lebih lanjut dalam perjanjian pengusahaan Jalan
Tol dan dokumen rencana usaha Jalan Tol.

Paragraf 3
Persiapan Pengusahaan

Pasal 34

Persiapan pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (8) dilakukan untuk menyusun prioritas
proyek Jalan Tol yang akan dilelang.

(2) Persiapan . . .
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Dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam pengajuan
penetapan lokasi kegiatan pembangunan Jalan Tol.

Pasal 39

Hasil dokumen studi kelayakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36, dokumen analisis mengenai dampak
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,
surat keputusan kelayakan lingkungan hidup,
dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38, dan dokumen pengajuan
penetapan lokasi dijadikan dasar dalam proses
pelelangan.

Dalam hal dibutuhkan percepatan pembangunan Jalan
Tol yang merupakan prakarsa Pemerintah Pusat,
dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dan
surat keputusan kelayakan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan
paling lambat pada saat penandatanganan perjanjian
pengusahaan Jalan Tol atas izin Menteri.

Paragraf 4
Pengadaan Tanah

Pasal 40

Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (8) untuk pengusahaan Jalan Tol
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum.

Menteri dapat menetapkan pelaksanaan pengadaan
tanah untuk pengusahaan Jalan Tol secara bertahap.

Pasal 41

Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 dapat menggunakan dana yang berasal dari
Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau Badan
Usaha.

(2) Pembiayaan . . .
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Pasal 44

(1) Untuk pengusahaan Jalan Tol yang memenuhi
persyaratan, pelelangan dapat dilakukan dengan
menggabungkan tahap prakualifikasi dan tahap
pelelangan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. merupakan prioritas sektor yang ditetapkan oleh
Menteri; dan

b. memenuhi kriteria kesiapan pengusahaan Jalan
Tol.

(3) Penggabungan tahap prakualifikasi dan tahap
pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 45

Pihak yang dapat mengikuti pelelangan merupakan badan
usaha yang mempunyai kemampuan keuangan.

Pasal 46

Panitia pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
ayat (2) menyelenggarakan tahapan prakualifikasi untuk
menilai kemampuan calon peserta pelelangan pengusahaan
Jalan Tol yang meliputi aspek:

a. administrasi;
b. keuangan; dan

c. teknis.

Pasal 47

Panitia pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
ayat (2) menilai calon peserta pelelangan berdasarkan
prosedur prakualifikasi sebagai berikut:

a. panitia pelelangan mengundang calon peserta yang
berminat untuk mengikuti prakualifikasi melalui iklan
pada media cetak dan/atau elektronik yang mempunyai
sirkulasi luas dalam Bahasa Indonesia dan/atau
Bahasa Inggris;

b. panitia . . .
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(5) Perjanjian pengusahaan Jalan Tol sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
ketentuan:

a. lingkup pengusahaan Jalan Tol;

b. masa konsesi pengusahaan Jalan Tol dan
perubahan masa konsesi;

c. tarif Tol awal dan formula penyesuaian tarif Tol;

d. hak dan kewajiban, termasuk risiko yang harus
dipikul para pihak, ketika alokasi risiko harus
didasarkan pada prinsip pengalokasian risiko;

e. SPM Jalan Tol;

sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi
ketentuan perjanjian pengusahaan;

g. penyelesaian sengketa;

h. pemutusan atau pengakhiran perjanjian
pengusahaan;

i.  aset penunjang fungsi Jalan Tol;

j-  sistem hukum yang berlaku terhadap perjanjian
pengusahaan Jalan Tol menggunakan hukum
Indonesia;

k. keadaan kahar di luar kemampuan para pihak; dan

l.  ketentuan mengenai penyerahan Jalan Tol
dan/atau fasilitasnya pada akhir masa konsesi.

(6) Ketentuan mengenai penyerahan Jalan Tol
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf | memuat:

a. kondisi Jalan Tol dan/atau fasilitas yang akan
dialihkan;

b. prosedur dan tata cara penyerahan Jalan Tol
dan/atau fasilitasnya;

c. ketentuan bahwa Jalan Tol dan/atau fasilitasnya
harus bebas dari segala jaminan atau pembebanan
dalam bentuk apa pun pada saat diserahkan
kepada Pemerintah Pusat; dan

d. ketentuan bahwa saat diserahkan, Jalan Tol
dan/atau fasilitasnya bebas dari tuntutan pihak
ketiga.

(7) Dalam . . .
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Dalam  keadaan tertentu yang menyebabkan
pengusahaan Jalan Tol tidak dapat diselesaikan
berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam
perjanjian pengusahaan Jalan Tol sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan langkah
penyelesaian untuk keberlangsungan pengusahaan
Jalan Tol sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendanaan

Pasal 52

Pendanaan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf a berasal dari
Pemerintah Pusat dan/atau Badan Usaha.

Pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
pengusahaan Ruas Jalan Tol sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28.

Pendanaan bagi pembangunan Jalan Tol sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari pendapatan
Tol selama masa konsesi dan/atau tambahan masa
konsesi untuk suatu Ruas Jalan Tol.

Pendanaan yang ©berasal dari Badan Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
pengusahaan Ruas Jalan Tol sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1).

Pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan
Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk pengusahaan Ruas Jalan Tol
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b.

Sumber pendanaan  pengusahaan Jalan  Tol
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga
bersumber dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, termasuk pembiayaan
kreatif sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan  mengenai pendanaan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . ..
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Bagian Ketiga

Perencanaan Teknis

Pasal 53

Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (7) huruf b menghasilkan rencana teknis
akhir yang merupakan dokumen teknis yang
memberikan gambaran produk yang ingin diwujudkan
dengan mengacu pada desain awal (basic design)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf h
yang dapat memperhatikan kearifan lokal.

Rencana teknis akhir Jalan Tol sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:

gambar rencana teknis akhir;

spesifikasi pekerjaan;

jadwal rencana kerja;

kriteria desain;

ketentuan teknis;

laporan survei dan laporan hasil analisis survei;

rencana mutu dan keselamatan kerja; dan

PR o a0 o op

daftar kuantitas, harga satuan, dan rencana
anggaran biaya.

Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

a. ruang manfaat Jalan Tol yang merupakan ruang
sepanjang Jalan Tol yang meliputi badan jalan,
saluran tepi jalan, talud timbunan, dan galian serta
ambang pengaman;

b. ruang milik Jalan Tol yang merupakan ruang
sepanjang Jalan Tol yang meliputi ruang manfaat
Jalan Tol dan sejalur tanah tertentu di luar ruang
manfaat Jalan Tol;

c. ruang pengawasan Jalan Tol yang merupakan
ruang sepanjang Jalan Tol yang meliputi sejalur
tanah tertentu di luar ruang milik Jalan Tol yang
penggunaannya berada di bawah pengawasan
Menteri;

d. beban . ..
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Dalam hal dibutuhkan percepatan pembangunan Jalan
Tol yang merupakan prakarsa Pemerintah Pusat,
pelaksanaan konstruksi Jalan Tol dapat dilaksanakan
sesuai rencana teknis akhir yang persetujuannya
diberikan secara bertahap.

Pelaksanaan konstruksi Jalan Tol sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan konstruksi
Jalan Penghubung dan/atau pengembalian kondisi
Jalan Umum yang terdampak konstruksi dan
pengoperasian Jalan Tol.

Menteri dapat menetapkan kegiatan peningkatan Jalan
Umum yang terdampak konstruksi dan pengoperasian
Jalan Tol sebagai bagian dari pelaksanaan konstruksi
Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pelaksanaan konstruksi Jalan Tol harus menjamin
keselamatan, keamanan, kenyamanan pengguna jalan,
dan kelancaran arus lalu lintas pada jalan yang ada
serta tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat
sekitarnya.

Pasal 55

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 menjadi tanggung jawab Badan Usaha dengan
memperhatikan mutu, efisiensi dan manfaat, serta fungsi
Jalan Tol.

(1)

)

(3)

(4)

Pasal 56

Badan Usaha yang melaksanakan pembangunan Jalan
Tol yang melewati jalan yang telah ada wajib
menyediakan jalan pengganti yang laik fungsi.

Penyediaan jalan pengganti sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perjanjian
pengusahaan Jalan Tol.

Laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengikuti ketentuan laik fungsi Jalan Umum.

Badan Usaha yang melaksanakan pembangunan Jalan
Tol yang berlokasi di atas atau di bawah jalan yang telah
ada wajib memastikan jalan yang ada tetap laik fungsi.

(5) Uji . . .
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Uji laik fungsi jalan pengganti dilakukan oleh Menteri
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Badan Usaha wajib memastikan bangunan perlintasan
pada Jalan Tol telah mempertimbangkan rencana
pengembangan jalan dan berkoordinasi dengan pihak
yang berwenang.

Dalam hal pelaksanaan pembangunan Jalan Tol
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengganggu jalur
lalu lintas yang telah ada, Badan Usaha wajib
menyediakan jalan pengganti sementara yang layak.

Penyediaan jalan pengganti sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan
memperhatikan pendapat instansi terkait.

Jalan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diserahkan kepada instansi yang berwenang untuk
dilakukan pengoperasian dan preservasi.

Serah terima aset terhadap jalan pengganti
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

Pasal 57

Jalan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
disediakan dengan jumlah lajur dan struktur lapis
perkerasan yang paling sedikit sama dengan jumlah
lajur dan struktur lapis perkerasan lintas jalan yang
digantikan.

Jalan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi persyaratan:

a. geometris;
b. perlengkapan jalan; dan
c. konstruksi bangunan yang berlaku.

Selama pelaksanaan konstruksi jalan pengganti belum
selesai atau jalan pengganti belum dapat difungsikan,
jalan yang ada harus tetap berfungsi.

Penyediaan jalan pengganti oleh Badan Usaha diatur
dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol.

Pasal 58 . ..
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Pasal 58

Badan Usaha yang tidak menyediakan jalan pengganti
yang laik fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat (1) dan yang tidak menyediakan jalan pengganti
sementara yang layak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 ayat (7) dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;
b. denda administratif; dan/atau
c. pembatalan perjanjian pengusahaan Jalan Tol.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada
Badan Usaha yang tidak menyediakan jalan pengganti
yang laik fungsi atau Badan Usaha yang tidak
menyediakan jalan pengganti sementara yang layak.

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak
pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Badan Usaha tidak memenuhi
kewajiban menyediakan jalan pengganti yang laik fungsi
atau yang tidak menyediakan jalan pengganti
sementara yang layak, dikenai denda administratif 1%o
(satu permil) per hari kerja dari biaya konstruksi jalan
pengganti.

Apabila dalam jangka waktu S0 (lima puluh) hari kerja
sejak pengenaan denda administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), Badan Usaha tidak memenuhi
kewajiban menyediakan jalan pengganti yang laik fungsi
atau yang tidak menyediakan jalan pengganti
sementara yang layak, dikenai pembatalan perjanjian
pengusahaan Jalan Tol.

Pemasukan dari denda administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) merupakan penerimaan negara
bukan pajak.

Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pengelolaan
penerimaan negara bukan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59 . ..



SK No 189268 A

&

PRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA

-37 -

Pasal 59

Dalam hal pelaksanaan konstruksi Jalan Tol melintas di atas
atau di bawah jalur transportasi atau jaringan utilitas
lainnya, persyaratan teknisnya ditetapkan bersama oleh
Menteri dan menteri terkait.

Bagian Kelima
Pengoperasian

Paragraf 1
Umum

Pasal 60

Pengoperasian Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (7) huruf d meliputi SPM Jalan Tol, Pengguna
Jalan Tol, pengumpulan Tol, penggunaan Jalan Tol,
pemanfaatan bagian Jalan Tol, penutupan sementara,
pengambilalihan dan pengoperasian setelah masa konsesi,
usaha-usaha lain, dan tarif Tol yang sesuai dengan maksud
dan tujuan penyelenggaraan Jalan Tol.

Pasal 61

(1) Pengoperasian Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (7) huruf d dilakukan setelah memenubhi:

a. laik fungsi terhadap ketentuan teknis dan
administratif sebagai Jalan Umum; dan

b. laik fungsi terhadap ketentuan sistem Tol yang
meliputi  sistem  pengumpulan Tol dan
perlengkapan sarana operasi,

yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Selama masa pengoperasian Jalan Tol sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Badan Usaha wajib memenubhi
SPM Jalan Tol.

Paragraf 2 . ..
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Paragraf 2

Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol

(1)

(2)

3)

Pasal 62

SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60 meliputi:

a. kondisi Jalan Tol;
b. prasarana keselamatan dan keamanan; dan

c. prasarana pendukung layanan bagi Pengguna
Jalan Tol.

Setiap parameter SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat unsur implementasi
Pembangunan Jalan Berkelanjutan dan estetika.

Kondisi Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a paling sedikit memuat:

a. kondisi perkerasan badan jalan;
kondisi perkerasan bahu jalan;
kondisi rounding;

kondisi drainase;

kondisi bagian khusus; dan

- 0o o 0o o

estetika lingkungan.

Prasarana keselamatan dan keamanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:

a. petunjuk jalan;

penerangan Jalan Umum;
anti-silau;

pagar ruang milik jalan;

pagar pengamanan;

fasilitas penanganan kecelakaan;

fasilitas pengamanan dan penegakan hukum; dan

= O S N <

fasilitas pelayanan dan pertolongan.

Prasarana pendukung layanan bagi Pengguna Jalan Tol
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling
sedikit memuat:

a. aksesibilitas; . . .






SK No 189265 A

(4)

(5)

(7)

(1)

(2)

(4)

(5)

i

PRES!DEM
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender
sejak pengenaan sanksi penundaan penyesuaian tarif
dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Badan Usaha telah melakukan pemenuhan SPM
Jalan Tol, sanksi penundaan tarif dicabut.

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender
sejak pengenaan sanksi penundaan tarif tol dan denda
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Badan Usaha tidak melakukan pemenuhan SPM Jalan
Tol, Badan Usaha dikenai pembatalan perjanjian
pengusahaan Jalan Tol.

Pemasukan dari denda administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan negara
bukan pajak yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif SPM Jalan Tol diatur dengan
Peraturan Menteri.

Paragraf 3
Pengguna Jalan Tol

Pasal 65

Jalan Tol diperuntukkan bagi Pengguna Jalan Tol
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yang
menggunakan kendaraan bermotor roda empat atau
lebih.

Jalan Tol dapat diperuntukkan bagi sepeda motor roda
dua atau lebih apabila dilengkapi dengan fasilitas jalur
Jalan Tol khusus yang secara fisik terpisah.

Pengguna Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai kewajiban membayar Tol yang
digunakan untuk pengembalian investasi, preservasi
Jalan Tol, dan pengembangan jaringan Jalan Tol.

Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jenis angkutan dan
tonasenya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan
golongan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf4 . ..
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Pasal 75

Pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian baru,
pemindahan, dan relokasi bangunan utilitas dan/atau
utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, dan/atau
melintas di atas atau di bawah ruang milik Jalan Tol
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 7
Penutupan Sementara

Pasal 76

(1) Jalan Tol dapat ditutup sementara sebagian atau
seluruh Ruas Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60 apabila:

a. digunakan untuk kepentingan nasional,;

b. digunakan untuk keamanan dan keselamatan
negara; dan

c. kondisi fisik Jalan Tol membahayakan Pengguna
Jalan Tol.

(2) Penutupan sementara Jalan Tol sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

(3) Penutupan sementara Ruas Jalan Tol wajib diumumkan
kepada masyarakat paling lambat pada hari mulai
ditutupnya Ruas Jalan Tol tersebut.

(4) Selama masa penutupan sementara Ruas Jalan Tol
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha
tidak menerima pemasukan pendapatan Tol.

(5) Badan Usaha wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan
penutupan sementara Jalan Tol sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Menteri.

(6) Pembukaan kembali Ruas Jalan Tol yang ditutup
sementara wajib diumumkan kepada masyarakat paling
lambat pada hari mulai dibukanya Ruas Jalan Tol.

Pasal 77

(1) Dalam hal lintas jaringan Jalan Umum yang ada tidak
berfungsi sebagaimana mestinya, Ruas Jalan Tol
alternatif dapat digunakan sementara menjadi Jalan
Umum tanpa Tol.

(2) Penetapan Ruas Jalan Tol menjadi Jalan Umum tanpa
Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Menteri.

Paragraf 8 . . .
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Paragraf 8

Pengambilalihan dan Pengoperasian

Setelah Masa Konsesi

Pasal 78

Dalam hal masa konsesi Jalan Tol telah berakhir,
pengusahaan Jalan Tol dikembalikan kepada Menteri.

Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menetapkan pengusahaan Jalan Tol sebagai berikut:

a. mengalihkan status Jalan Tol menjadi Jalan Bebas
Hambatan non-Tol; atau

b. menugaskan pengusahaan baru kepada badan
usaha milik negara untuk pengoperasian dan
preservasi Jalan Tol.

Menteri melakukan evaluasi 1 (satu) tahun sebelum
konsesi pengusahaan suatu Ruas Jalan Tol berakhir
untuk menentukan pengusahaan Jalan Tol setelah
masa konsesi berakhir.

Badan usaha milik negara yang mendapatkan
penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b merupakan badan usaha milik negara yang
memiliki pengalaman dalam pengusahaan Jalan Tol.

Badan usaha milik negara yang mendapatkan
penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, selama jangka waktu konsesi dilarang
menjaminkan, menggadaikan, atau
memindahtangankan aset Jalan Tol.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihan dan
pengoperasian  setelah masa konsesi berakhir
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Menteri.

Pasal 79

Penugasan pengusahaan baru kepada badan usaha
milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan
mempertimbangkan keuangan negara serta kelayakan
ekonomi dan finansial untuk pengoperasian dan
preservasi Jalan Tol.

(2) Tarif . . .
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Tarif Tol awal dari pengusahaan Jalan Tol baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih
rendah daripada tarif Tol yang berlaku pada akhir masa
konsesi.

Dalam hal terdapat kebutuhan peningkatan kapasitas
Jalan Tol selain pengoperasian dan preservasi Jalan Tol
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan
perubahan perjanjian pengusahaan Jalan Tol.

Perubahan perjanjian pengusahaan Jalan Tol
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam
bentuk penyesuaian tarif dan/atau penyesuaian masa
konsesi.

Dalam hal diperlukan pengembangan jaringan Jalan
Tol, Menteri dapat menetapkan besaran tarif Tol yang
berbeda dengan tarif Tol penugasan kepada badan
usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).

Dalam hal terdapat selisih lebih antara tarif Tol yang
ditetapkan Pemerintah Pusat dan tarif Tol penugasan
kepada badan wusaha milik negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), selisih tersebut merupakan
penerimaan negara bukan pajak yang dipergunakan
untuk pengembangan jaringan Jalan Tol.

Paragraf 9
Usaha-Usaha Lain

Pasal 80

Selain tanah yang sudah ditetapkan dalam perencanaan
teknis untuk keperluan badan jalan, tanah di ruang
milik Jalan Tol di luar ruang manfaat Jalan Tol, dapat
diusahakan sebagai tempat istirahat dan pelayanan
sepanjang hal ini masih merupakan sarana penunjang
dalam pengusahaan Jalan Tol dan memenuhi ketentuan
teknis Jalan Tol.

Pengusahaan tanah untuk tempat istirahat dan
pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh Badan Usaha bekerja sama dengan
pihak lain atas persetujuan BPJT.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusahaan tanah
untuk tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.

Paragraf 10 . . .
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Evaluasi pemenuhan SPM Jalan Tol sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh
Menteri terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol selama 2
(dua) tahun terakhir.

Menteri menetapkan pemberlakuan penyesuaian tarif
Tol.

Pasal 84

Selain evaluasi dan penyesuaian tarif Tol yang
dilakukan setiap 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83 ayat (1), evaluasi dan penyesuaian tarif
Tol dapat dilakukan dalam hal:

a. pemenuhan pelayanan lalu lintas pada sistem
jaringan Jalan Tol di wilayah tertentu dengan
memperhatikan kapasitas Jalan Tol;

b. terdapat penambahan lingkup di luar rencana
usaha yang mempengaruhi kelayakan investasi;
dan/atau

c. terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang
mempengaruhi kelayakan investasi Jalan Tol.

Penyesuaian tarif Tol guna pemenuhan pelayanan lalu
lintas pada sistem jaringan Jalan Tol sebagaimana
dimaksud padg ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan
cara:

a. penerapan sistem tarif berbasis wilayah; dan/atau
b. penerapan sistem tarif berbasis waktu.

Penerapan sistem tarif berbasis wilayah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui
penetapan besaran tarif Tol untuk 1 (satu) atau
beberapa Ruas Jalan Tol berdasarkan lokasi Jalan Tol.

Penerapan sistem tarif berbasis waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui
penetapan besaran tarif Tol untuk 1 (satu) atau
beberapa Ruas Jalan Tol berdasarkan waktu.

Menteri melakukan evaluasi penyesuaian tarif Tol
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
memperhatikan kemampuan bayar Pengguna Jalan Tol,
besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan
kelayakan investasi.

Pasal 85 ...
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Pasal 85

Dalam hal Menteri melakukan evaluasi dan
penyesuaian tarif Tol sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 84 ayat (1) huruf a, selisih pendapatan Tol
ditetapkan sebagai penerimaan negara bukan pajak
yang dipergunakan untuk pengembangan jaringan
Jalan Tol.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menghilangkan kewajiban Badan Usaha dalam
memenuhi ketentuan SPM Jalan Tol.

Evaluasi dan penyesuaian tarif Tol akibat penambahan
lingkup di luar rencana usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap
penambahan lingkup yang sebelumnya tidak terdapat
dalam rencana usaha dan mengakibatkan turunnya
tingkat kelayakan investasi Jalan Tol.

Penambahan lingkup sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.

Dalam hal kebijakan Pemerintah Pusat dalam
melakukan penyesuaian tarif Tol sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf ¢ menyebabkan
penurunan pendapatan Tol, Badan Usaha dapat
diberikan kompensasi sebagaimana ditetapkan dalam
perjanjian pengusahaan Jalan Tol.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan penyesuaian
tarif Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri.

(1)

Pasal 87

Dalam hal tingkat kelayakan finansial Jalan Tol pada
masa operasi melebihi tingkat kelayakan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, kelebihan tingkat
kelayakan finansial merupakan penerimaan negara
bukan pajak yang akan dipergunakan untuk
pengembangan jaringan Jalan Tol sebagai bentuk
pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Ketentuan . . .



